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RINGKASAN

KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi manfaat di
bidang perekonomian. Pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi juga
bermunculannya berbagai bentuk kejahatan khusus (extra ordinary crime) salah
satunya adalah pencucian uang (money laundering). Tindak pidana pencucian uang
merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak
pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah serta
memberantas tindak pidana korupsi karena keduanya sangat erat hubungannya
(concursus idealis). Dalam strategi pemberantasan korupsi, selain pemidanaan juga
dibutuhkan adanya pengembalian aset (asset recovery). Pendekatan anti pencucian
uang memprioritaskan mengejar hasil tindak pidana (follow the money).

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan
kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya.
Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK
berwenang melaksanakan penuntutan TPPU. Permasalahan dan tujuan penelitian
yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta
mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana
pencucian uang. Penelitian bersifat Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-
undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan
asas-asas hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan TPPU oleh KPK
tidak memiliki dasar legalitas sehingga perlu restrukturisasi kelembagaan KPK serta
reorientasi aturan-aturan hukum berkaitan dengan KPK sehingga tujuan awal
penguatan lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mengefektifkan dan
mengefisienkan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi tercapai.
Dalam konteks ius contituendum, kebijakan formulasi berupa pengaturan
kewenangan melaksanakan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK perlu
segera direvisi UU KPK dengan menambahkan kewenangan penuntutan tindak
pidana pencucian uang. Selama UU KPK masih belum direvisi maka penuntutan
korupsi dengan pencucian uang harus dipisahkan sekalipun keduanya concursus
idealis dengan melimpahkan penuntutan tersebut pada Kejaksaan RI sebagai lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia.
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SUMMARY

THE AUTHORITY OF PROSECUTION ON MONEY LAUNDERING CRIME
BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

The development of science and technology has given a real benefit in
economy sector. The rapid development of world’s economy is balanced with
emergence of many axtra ordinary crime, and one of them is money laundering.
Money laundering is derivative crime which always be preceded by predicate crime,
such as corruption crime. Prevention and effort to eliminate money laundering are
the same things with prevention and effort to corruption crime, because both of them
have closed relationship (concursus idealist). In the strategy for the eradication of
corruption, in addition to the asset recovery. The approach of anti money laundering
prioritize the persuit of the result of a criminal offence (follow the money).

Corruption Eradication Commission is currently intensifiying the use of a
combinations of legislation corruption act and money laundering act. Neverrtheless,
none of the legislation government authorities carry out the the prosecution money
laundering poverty alleviation commission pac. The problems and research
objectives were taken, among others, to find the basic of legality of presecution by
Corruption Eradication Commission and the formulation of policy authority knows
the Corruption Eradication Commission in the presecution of the crime of money
laundering. This research is juridical normative this is that research done with
review and analyze substance legislation on the principal problems or issue law in
the consistency with the principles of existing law.

This research result indicates that the prosecution money laundering crime by
Corruption Eradication Commission having no bottom legality so it needs
restructuring institutional Corruption Eradication Commission and reorientation the
rules of law pertaining to Corruption Eradication Commission so that its preverious
instution strengtening Indonesian Police and Indonesian Attorney in makes efective
and eficient prevention as well as corruption eradication be archieved. In the context
of the ius constituendum, policy formulations in the form of setting up the authority
carriying out the presecution of criminal offence of money laundering by the
Corruption Eradication Commission have to immediately revisied the act authorizes
prosecution of Corruption Eradication Commission by adding the crime of money
laundering. During the act Corruption Eradication Commission still not revisied the
prosecution corruption with money laundering to be separated to be though both
concursu idealist with bestow prosecution the Indonesian Attorney as a government
agency that exerciting power state in the prosecution and authorizes another based
on act.

Keyword : Money Laundering Crime, Prosecution, Corruption Eradication
Commission and Attorney Republic of Indonesia.
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